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ABSTRAK 
Sri Dewi Puspitasari, (E211 13 031), Implementasi Program Pendidikan Gratis 
Tingkat SMA Negeri di Kabupaten Sidenreng Rappang, CIV + 85 Halaman + 1 Tabel + 
5 Gambar + 26 Pustaka (1980-2016) + 7 Lampiran + Dibimbing oleh Prof. Dr.  
Suratman M. Si, dan Prof. Dr.  Haselman M. Si. 
Pendidikan gratis adalah skema pembiayaan pendidikan dasar dan menengah yang 
ditanggulangi bersama oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota guna membebaskan atau meringankan biaya pendidikan peserta didik di 
Sulawesi Selatan. Pendidikan gratis di Sulawesi Selatan merupakan program prioritas 
Gubernur Sulawesi Selatan periode 2008 – 2013. Program ini merupakan janji Gubernur 
terpilih saat PILKADA 2008 yang telah diimplementasikan selama periode 
kepemimpinannya. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi program 
pendidikan gratis tingkat sma negeri dikabupaten sidenreng rappang. Metode penelitian 
yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Data yang dikumpulkan terdiri atas data primer 
dan data sekunder. Dengan menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif 
dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara kepada informan 
yang dianggap berpotensi untuk memberikan informasi tentang implementasi program 
pendidikan gratis tingkat sma negeri di Kabupaten Sidenreng rappang, juga melalui 
observasi dan dokumentasi. 
Penelitian ini melihat implementasi kebijakan yang dipengaruhi oleh empat variable. 
Dimana empat variabel kebijakan terdiri atas komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan 
struktur birokrasi. Setelah diadakan penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa program 
pendidikan gratis ini telah berjalan dengan baik sesuai dengan perda yang telah ditetapkan 
walaupun masih terdapat kekurangan dalam proses pengimplementasian. 
 
Kata Kunci : Implementasi, Program 
 
 
 
 iii 
UNIVERSITAS HASANUDDIN 
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
 
 
ABSTRAK 
 
Sri Dewi Puspitasari, (E211 13 031), Implementation of Free Education Program of Senior 
High School Level in Sidenreng Rappang Regency, CIV + 85 Page + 1 Table + 5 Picture + 
26 Pustaka (1980-2016) + 7 Appendix + Guided by Prof. Dr. Suratman M. Si, and Prof. Dr. 
Haselman M. Si. 
 
Free education is a basic and intermediate education financing scheme jointly undertaken 
by the Provincial and Regency / Municipal Governments to free or lighten the tuition fees 
of learners in South Sulawesi. Free education in South Sulawesi is a priority program of 
the Governor of South Sulawesi period 2008 - 2013. This program is the promise of 
elected governor during PILKADA 2008 which has been implemented during the period of 
his leadership. 
 
The purpose of this study is to find out how the implementation of free education programs 
sma country in the district sidenreng rappang. The research method used is qualitative 
descriptive. The data collected consists of primary data and secondary data. By using 
descriptive qualitative method using data collecting technique through interview to 
informant which considered potentially to give information about implementation of free 
education program of state sma level in Sidenreng rappang Regency, also through 
observation and documentation. 
 
This study looks at policy implementation that is influenced by four variables. Where four 
policy variables consist of communication, resources, disposition, and bureaucratic 
structure. After conducting research, it can be concluded that this free education program 
has been running well in accordance with perda that has been established although there 
are still shortcomings in the implementation process. 
 
Keywords: Implementation, Program 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
I.1 Latar Belakang 
Kebijakan publik merupakan salah satu dimensi pokok dalam ilmu 
dan praktik Administrasi Publik. Sebagai salah satu unsur penting dalam 
Administrasi Publik, Kebijakan Publik dianalogikan fungsinya sama 
dengan fungsi otak pada tubuh manusia, karena melalui instrument ini, 
segala aktivitas kehidupan bernegara, dan bermasyarakat mulai 
dilakukan oleh birokrasi, plus pihak swasta dan masyarakat. 
Dalam konteks organisasi, baik yang berukuran kecil maupun 
yang berukuran besar, seperti suatu bangsa, kebijakan publik merupakan 
instrument nyata yang menggambarkan hubungan yang nyata antara 
pemerintah dengan masyarakat. Hal ini karena melalui kebijakan publik 
inilah segala proses penyelenggaraan Negara, pembangunan dan 
pelayanan publik akan mulai berjalan.  
Dalam tatanan keilmuan, kebijakan publik dapat dipandang 
sebagai suatu proses yang berkesinambungan dan saling terkait yang 
dilakukan oleh pemerintah bersama stakeholders lain dalam mengatur, 
mengelola dan menyelesaikan berbagai urusan publik, masalah publik 
dan sumber daya yang ada untuk kepentingan bersama. Berbagai proses 
tersebut meliputi formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan. Ketiga 
tahap tersebut tidak bisa terpisah satu dengan lainnya, bahkan saling 
tergantung satu dengan lainnya. 
 2 
Meskipun dalam formulasi kebijakan publik sudah dilakukan 
secara baik, belum tentu kebijakan itu dapat self-executing dan dapat 
mengalami kesuksesan. Tahap implementasi kebijakan dan evaluasi 
kebijakan juga menjadi tahapan yang penting untuk menilai secara 
keseluruhan bahwa kebijakan itu berhasil menjadi tahapan yang penting 
untuk menilai secara keseluruhan bahwa sebuah kebijakan publik itu 
berhasil mencapai tujuan dan sasaran secara optimal bagi kepentigan 
bersama. 
Di dalam implementasi terkandung suatu proses yang kompleks 
dan panjang. Proses implementasi sendiri bermula sejak kebijakan 
ditetapkan atau memiliki payung hukum yang syah. Setelah itu tahapan-
tahapan implementasi akan dimulai dengan serangkaian kegiatan 
mengelola peraturan: membentuk organisasi, mengerahkan orang, 
sumberdaya, teknologi, menetapkan prosedur, dan seterusnya dengan 
tujuan agar tujuan kebijakan yang telah ditetapkan dapat diwujudkan. 
Oleh sebab itu, tahapan implementasi sebagai proses untuk 
mewujudkan tujuan kebijakan sering disebut sebagai tahap yang penting. 
Disebut penting karena tahapan ini merupakan “jembatan” antara dunia 
konsep dengan dunia realita seperti Grindle (1980: 6) yang menyebut 
bahwa implementasi “establish a link that allows goals of pubicpolicies to 
be realized as outcomes of governmental activity”. Dunia konsep yang 
dimaksud disini tercermin dalam kondisi ideal, sesuatu yang dicita-citakan 
untuk diwujudkan sebagaimana terformulasikan dalam dokumen 
kebijakan. Sementara dunia nyata adalah realitas dimana masyarakat 
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sebagai kelompok sasaran kebijakan sedang bergelut dengan berbagai 
persoalan sosial, ekonomi dan politik. 
Implementasi kebijakan menjadi “jembatan” karena melalui 
tahapan ini dilakukan delivery mechanism, yaitu ketika berbagai policy 
output yang dikonversi dari policy input disampaikan kepada kelompok 
sasaran sebagai upaya nyata untuk mencapai tujuan kebijakan. Dengan 
demikian tahap implementasi kebijakan terjadi setelah undang-undang di 
tetapkan dan adanya anggaran untuk membiayai pelaksanaan kebijakan 
tersebut. 
Implementasi adalah tahapan yang sangat penting dalam proses 
pembuatan kebijakan publik. Adapun proses pendekatan implemetasi 
kebijakan publik dapat dilakukan dengan menggunakan 2(dua) factor 
utama yaitu internal dan eksternal. Faktor utama internal berkaitan 
dengan kebijakan yang akan diimplementasikan, sedangkan faktor utama 
eksternal adalah berkaitan dengan kondisi lingkungan dari pihak terkait 
dalam implementasi kebijakan tersebut. 
Sedangkan variabel-variabel yang berperan dalam keberhasilan 
implementasi kebijakan publik terdiri dari komunikasi yang digunakan 
untuk menyampaikan kebijakan publik tersebut, sumber daya yang 
memadai baik sumber daya manusia maupun sumber daya financial, 
disposisi menekankan terhadap karakteristik yang erat kepada 
implementor kebijakan atau program serta struktur birokrasi menekankan 
bahwa struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan. 
Implementasi kebijakan publik menurut Haedar, Akib; Antonius, 
Taringan, bahwa implementasi kebijakan publik dapat dilihat dari 
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beberapa perspektif atau pendekatan. Salah satunya adalah 
Implementation Problem Approach yang diperkenalkan oleh Edward III 
(1984; 9-10). Edwards III mengajukan pendekatan masalah implementasi 
dengan terlebih dahulu mengemukakan dua pernyataan pokok, yakni (i) 
Faktor apa yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan dan (ii) 
Faktor apa yang menghambat keberhasilan implementasi kebijakan. 
Berdasarkan kedua pertanyaan tersebut dirumuskan empat factor yang 
merupakan syarat utama keberhasilan proses implementasi, yakni 
komunikasi, sumber daya, sikap birokrasi atau pelaksana dan struktur 
organisasi, termasuk tata aliran kerja birokrasi. Empat factor tersebut 
menjadi kriteria penting dalam implementasi suatu kebijakan. 
Komunikasi suatu program hanya dapat dilaksanakan dengan 
baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses 
penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi 
yang disampaikan. Sumberdaya meliputi empat komponen yaitu staf yang 
cukup (jumlah dan mutu), informasi yang dibutuhkan guna pengambilan 
keputusan, kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas atau 
tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan. 
Disposisi atau sikap pelaku atau pelaksana merupakan komitmen 
pelaksana terhadap program. Struktur birokrasi didasarkan pada standard 
operating procedure yang mengatur tata aliran pekerjaan dan pelaksana 
kebijakan. 
Masih menurut Haidar, Akib; Antonius, Taringan untuk 
memperlancar implementasi kebijakan, perlu dilakukan diseminasi 
dengan baik. Syarat pengelola diseminasi kebijakan ada empat, yakni: (1) 
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adanya respek anggota masyarakat terhadap otoritas pemerintah untuk 
menjelaskan perlunya secara moral mematuhi undang-undang yang 
dibuat oleh pihak berwenang; (2) adanya kesadaran untuk menerima 
kebijakan. Kesadaran dan kemauan menerima dan melaksanakan 
kebijakan terwujud manakala kebijakan dianggap logis; (3) keyakinan 
bahwa kebijakan dibuat secara sah; (4) awalnya suatu kebijakan 
dianggap kontroversial, namun dengan berjalannya waktu maka 
kebijakan tersebut dianggap sebagai sesuatu yang wajar. 
Menurut Mazmanian dan Sebatier (1995: 5) terdapat dua 
perspektif dalam analisis implementasi, yaitu administrasi publik dan ilmu 
politik. Menurut perspektif administrasi publik, implementasi pada 
awalnya dillihat sebagai pelaksanaan kebijakan secara tepat dan efisien. 
Namun pada akhir perang dunia II berbagai penelitian administrasi 
Negara menunjukkan bahwa ternyata agen-agen administrasi publik tidak 
hanya dipengaruhi oleh mandate resmi, tetapi juga oleh tekanan dari 
kelompok kepentingan, anggota lembaga legislative dan berbagai factor 
dalam lingkungan politis. Perspektif ilmu politik mendapat dukungan dari 
pendekatan sistem terhadap kehidupan politik. Pendekatan ini seolah-
olah mematahkan perspektif organisasi dalam administrasi publik dan 
mulai memberikan perhatian terhadap pentingnya input dari luar arena 
administrasi, seperti ketentuan administrative, perubahan preferensi 
publik, teknologi baru dan preferensi masyarakat. Perspektif ini terfokus 
pada pertanyaan dalam analisis implementasi, yaitu seberapa jauh 
konsistensi antara output kebijakan dengan tujuannya. 
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Manusia mulai sejak lahir ke dunia telah memperoleh pendidikan 
sampai ia masuk ke bangku sekolah. Kata pendidikan pun sudah tak 
asing lagi ditelinga, lantaran semuanya manusia yang hidup tentu 
memerlukan pendidikan, supaya arah hidupnya terwujud serta bisa 
melenyapkan kebodohan. 
Pendidikan merupakan salah satu sector yang mendapat 
perhatian utama khususnya dalam upaya peningkatan mutu dan kualitas 
sumber daya manusia sehingga mampu berperan aktif dan memberikan 
kontribusi dalam pembangunan. 
Pendidikan yaitu satu tuntutan didalam hidup tumbuhnya anak-
anak. Tujuannya adalah kalau pendidikan membimbing semua 
kemampuan kodrat yang ada pada peserta didik supaya sebagai manusia 
serta anggota masyarakat bisa meraih keselamatan serta kebahagiaan 
hidup yang setinggi-tingginya (Ki Hajar Dewantara). 
Pendidikan Gratis adalah skema pembiayaan pendidikan dasar, 
menengah dan atas yang ditanggulangi bersama oleh Pemerintah 
Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota guna 
membebaskan atau meringankan biaya pendidikan peserta didik di 
Sulawesi Selatan.  
Pendidikan gratis di Sulawesi Selatan merupakan program 
prioritas Gubernur Sulawesi Selatan periode 2008 – 2013. Program ini 
merupakan janji Gubernur terpilih saat PILKADA 2008 yang harus 
diimplementasikan selama periode kepemimpinannya. Implementasi janji 
tersebut telah dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2009 
tentang Penyelenggaraan Pendidikan Gratis di Provinsi Sulawesi Selatan. 
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Penyelenggaraan pendidikan gratis bertujuan untuk: (1) Meningkatkan 
pemerataan kesempatan belajar bagi semua anak usia sekolah, (2) 
Meningkatkan mutu penyelenggaraan dan lulusan, (3) Meningkatkan 
relevansi pendidikan yang berbasis kompetensi agar dapat mengikuti 
perkembangan global, (4) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas 
penyelenggaraan pendidikan gratis untuk  memenuhi mutu dan 
produktivitas sumber daya manusia yang unggul.  
Kondisi umum penyelenggaraan Program Pendidikan Gratis bagi 
SMA di Kabupaten Sidenreng Rappang secara umum telah terlaksana 
atau terimplementasi. Berbagai permasalahan yang berhasil dihimpun 
diantaranya sebagai berikut: 
1. Terlambatnya dana pendidikan gratis tersebut cair dan diterima 
oleh sekolah-sekolah yang bersangkutan.  
2. Kurangnya dana yang dinilai oleh sekolah dari program 
pendidikan gratis ini. Karena kurangnya dana yang diberikan 
maka sekolah harus menyesuaikan program pengembangan bagi 
siswa/i serta peningkatan mutu sekolah dengan dana yang 
tersedia. 
Permasalahan implementasi program pendidikan gratis 
SMA/Sederajat di Kabupaten Sidenreng Rappang dapat diatasi jika 
implementasi program yang dimaksud telah dijalankan dengan 
menggunakan Teori Edward III. Hal ini berarti bahwa implementasi 
program pendidikan gratis SMA/Sederajat di Kabupaten Sidenreng 
Rappang yang telah diluncurkan oleh Gubernur Provinsi Sulawesi 
Selatan Mencakup:(1) Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi 
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kebijakan menyaratkan agar implementor mengetahui dengan jelas apa 
yang harus dilakukan dimana telah menjadi tujuan dan sasaran kebijakan 
harus disampaikan kepada kelompok sasaran guna mengurangi 
miskomunikasi. (2) Sumberdaya, yaitu meski dalam penyampaian isi dari 
suatu kebijakan telah dikomunikasikan dengan jelas, proses implementasi 
tidak akan berjalan secara efektif apabila implementor kekurangan 
sumberdaya. (3) Disposisi, yaitu sikap dan karakeristik yang dimiliki 
implementor, seperti komitmen dalam pelaksanaan program. (4) Struktur 
birokrasi, yaitu susunan unit kerja yang mengatur pembagian kerja yang 
jelas serta terkoordinasi dengan baik. Selain itu, struktur birokrasi juga 
mengatur tata aliran pekerjaan dan pelaksana kebijakan. 
 
I.2 Rumusan Masalah 
Berangkat dari permasalan penelitian tersebut diatas, maka 
permasalahhan  Implementasi Program Pendidikan Gratis SMA Negeri di 
Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dirumuskan berdasarkan arahan 
teori Edward III sebagai berikut : 
1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Pendidikan Gratis Tingkat 
SMA Negeri di Kabupaten Sidenreng Rappang? 
 
I.3 Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan penelitian ini adalah sesuai dengan rumusan 
masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, yaitu: 
1. Untuk mengetahui Implementasi Program Pendidikan Gratis 
Tingkat SMA Negeri di Kabupaten Sidenreng Rappang. 
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I.4 Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 
a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah 
  pengetahuan kita khususnya dalam kajian-kajian tentang 
kebijakan. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan 
informasi yang berguna bagi masyarakat dan sebagai bahan 
masukan yang dapat mendukung bagi peneliti maupun pihak lain 
yang tertarik dalam bidang penelitian yang sama.  
b. Secara praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan 
sumbangsih positif bagi pemerintah daerah Kabupaten Sidenreng 
Rappang dan para implementor kebijakan dalam menentukan dan 
menjalankan kebijakan untuk meningkatkan peran dan partisipasi 
aktif dalam pengimplementasian program pendidikan gratis ini.  
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
III.1 Pendekatan Penelitian  
Pada penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif, dimana penulis 
menggunakan wawancara, observasi langsung ke lapangan dan analisis dari 
bahan-bahan tertulis sebagai sumber data utama. 
Hal ini berangkat dari pemaknaan pendekatan penelitian kualitatif itu 
sendiri menurut Bogelan dan Taylor
 
metode kualitatif adalah prosedur penelitian 
yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-
orang dan perilaku yang diamati. Sejalan dengan itu, Kirk dan Miller
 
mengatakan 
bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan social 
yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dalam 
kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam 
bahasannya dan peristilahannya. 
Tujuan penelitian melalui pendekatan kualitatif ini adalah bermaksud 
untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian 
misalnya perilaku, motivasi, tindakan dan lain-lain. Secara holistik dan dengan 
cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks yang 
alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode yang alamiah. 
Selanjutnya digunakan tekhnik deskriptif untuk mengetahui dan 
menggambarkan tentang bagaimana implementasi program pendidikan gratis 
tingkat sma/sederajat di kabupaten sidenreng rappang. 
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III.2 Lokasi Penelitian   
Penelitian ini berlokasi di kabupaten Sidenreng Rappang tepatnya pada 
SMA Negeri 1 Pangsid, SMA Negeri 1 Watang Pulu, dan SMA Negeri 1 Panca 
Lautang. 
III.3 Jenis dan Sumber Data 
Jenis dan Sumber data yang diambil oleh peneliti berupa data primer dan 
data sekunder yang akan dijelaskan secara rinci sebagai berikut : 
1. Data primer 
Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh pengumpul 
data (peneliti) dari objek penelitiannya. Data primer merupakan data yang 
dikumpulkan dan di olah secara langsung oleh peneliti. Data primer yang 
dimaksud dalam penelitian ini terkait implementor mengenai implemtasi 
program pendidikan gratis. 
2. Data sekunder 
Data sekunder adalah semua data yang diperoleh secara tidak 
langsung dari objek penelitian. Data sekunder merupakan data 
pendukung yang dapat diperoleh melalui dokumen atau literatur. Data 
yang yang diperoleh oleh peneliti berasal dari catatan instansi atau dari 
mana saja yang telah di olah. Data sekunder yang dimaksud dalam 
penelitian ini adalah data yang menjelaskan tentang aturan, rencana 
program, pelaksanaan program hingga pada pelaporan yang berkaitan 
dengan implementasi program yang dilaksanakan oleh sekolah yang ada 
dikabupaten sidenreng rappang. 
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III.4 Unit Analisis 
Sehubungan dengan rumusan masalah yang di angkat dalam penelitian 
ini, maka yang menjadi unit analisis adalah program pendidikan gratis yang 
dilaksanakan di kabupaten Sidenreng Rappang. Unit analisis ini didasarkan pada 
pertimbangan bagaimana implementasi program pendidikan gratis tingak sma 
negeri di kabupaten sidenreng rappang sebagai kebijakan yang di tetapkan oleh 
pemerintah provinsi untuk memberikan pendidikan berkualitas bagi siswa. 
  
III.5 Narasumber / Informan 
Dalam penelitian ini, digunakan informan, yaitu: 
1. Dari pihak pemerintah, yaitu Kepala Seksi Sarana dan Prasarana 
pada Kantor Dinas Pendidikan Sidenreng Rappang yang secara 
langsung menangani program pendidikan gratis ini.   
2. Tokoh masyarakat diluar target group dan aparat pemerintah 
daerah yang terkait. 
3. Kepala sekolah SMA Negeri 1 Pangsid, Kepala sekolah SMA 
Negeri 1 Watang Pulu, Kepala sekolah SMA Negeri 1 Panca 
Lautang  sebagai implementor dari program pendidikan gratis ini. 
4. Dan dari target group, yaitu masyarakat yang menjadi sasaran dari 
program pendidikan garis ini. 
III.6 Fokus Penelitian 
fokus penelitian dalam penelitian ini yaitu menjelaskan implementasi program 
pendidikan gratis tingkat Sma sederajat di kabupaten sidenreng rappang. Yang 
menjadi variabel dari penelitian ini yaitu: 
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a. Komunikasi 
Apabila penyampaian tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas, 
tidak memberikan pemahaman atau bahkan tujuan dan sasaran 
kebijakan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka 
kemungkinan akan terjadi suatu penolakan atau resistensi dari kelompok 
sasaran yang bersangkutan. 
b. Sumberdaya 
Sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar 
efektif dan efisien. Tanpa sumberdaya, kebijakan hanya tinggal dikertas 
menjadi dokumen saja tidak diwujudkan untuk memberikan pemecahan 
permasalahan yang ada di masyarakat. 
c. Disposisi 
Implementor yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan 
dengan baik seperti apa yang diinginkan dan ditetapkan oleh pembuat 
kebijakan. 
d. Struktur birokrasi 
Organisasi menyediakan peta sederhana untuk menunjukkan secara 
umum kegiatan-kegiatannya dan jarak dari puncak menunjukkan status 
relatifnya. 
III.7 Teknik Pengumpulan Data 
Pengumpulan data merupakan proses pengadaan data primer untuk 
kebutuhan suatu penelitian. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif 
adalah kata – kata dan tindakan , selebihnya adalah data tambahan yang 
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diperoleh dari dokumen dan lain – lain. Teknik pengumpulan data dalam 
penelitian ini adalah :. 
a. Wawancara adalah kegiatan Tanya jawab antara dua orang atau lebih secara 
langsung. Dalam metode ini, peneliti akan mengajukan beberapa pertanyaan 
kepada para informan terkait masalah yang diteliti yaitu implementasi program 
pendidikan gratis tingkat sma negeri dikabupaten sidenreng rappang. 
b. Observasi, metode pengumpulan data dengan melakukan  pengamatan, 
merekam atau mencatat fenomena atau aktivitas yang berkaitan dengan 
masalah yang diteliti. 
c. Dokumentasi, mengumpulkan dokumen – dokumen atau data dan informasi 
penunjang melalui berbagai dokumen berupa Undang – Undang, Peraturan – 
Peraturan, dokumen tentang implementasi program pendidikan gratis tingkat 
sma negeri dikabupaten sidenreng rappang. 
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
V.1. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan judul Studi 
Implementasi Program Pendidikan Gratis Tingkat SMA Negeri di Kabupaten 
Sidenreng Rappang mengenai impelementasi program pendidikan gratis di 
Kabupaten Sidenreng Rappang, maka penulis menyimpulkan: 
a. Program pendidikan gratis di Kabupaten Sidenreng Rappang telah 
diimplementasikan tahun 2008. Program pendidikan gratis adalah skema 
pembiayaan pendidikan dasar dan menengah atas yang ditanggulangi 
bersama oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota guna membebaskan atau meringankan biaya pendidikan 
peserta didik di Sulawesi Selatan. Dimana pembiayaan program 
pendidikan gratis ini berasal dari 40 persen APBD daerah kabupaten/kota 
dan 60 persen APBD provinsi.  
b. Implementasi program pendidikan gratis ini bertujuan untuk 
membebaskan biaya pendidikan bagi peserta didik tingkat pendidikan 
dasar, sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas agar 
mereka mendapat pelayanan pendidikan di sekolah.  
c. Implementasi program pendidikan gratis di sekolah baik dasar maupun 
menengah atas melalui musyawarah dengan komite sekolah yaitu wakil 
orang tua peserta didik di sekolah yang akan disetujui oleh Dinas 
Pendidikan Kabupaten Sidenreng Rappang. Manfaat dari implementasi 
program pendidikan gratis ini telah dirasakan oleh banyak orang tua 
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peserta didik sekolah dasar dan menengah sebagai target group dari 
program ini dalam meringankan beban pembayaran iuran sekolah 
sebagaimana yang telah menjadi tujuan dari program pendidikan gratis 
ini. 
d. Walaupun manfaatnya telah dirasakan oleh para target group, namun 
masih ada kekurangan yang ditemukan dalam pengimplementasian 
program pendidikan gratis ini. Dimana masih terlambatnya dana program 
tersebut cair, kurangnya dana dalam memenuhi kegiatan pembelajaran di 
sekolah yang mengakibatkan kretifitas sekolah dalam mengembangkan 
sekolah menjadi tidak optimal, serta peran orang tua yang menjadi 
berkurang dalam membantu kegiatan pembelajaran anak didik. 
V.2 Saran 
Berdasarkan temuan penelitian, pembahasan dan kesimpulan penelitian, 
maka penulis memberikan beberapa saran yaitu : 
a. Pemerintah hendaknya menjalankan program yang telah dicanangkan 
dengan baik. Sehingga proses pencairan dana kepada tiap-tiap sekolah 
yang telah menerima bantuan pendidikan gratis nantinya tidak lagi 
mengalami keterlambatan sehinga tidak menghambat sekolah yang akan 
melaksanakan program untuk pengembangan siswa/i. 
b. Dalam hal pengimplementasian program pendidikan gratis ini yaitu dana 
yang masih terlambat dicairkan dan belum sepenuhnya cukup dalam 
membiayai pemenuhan pembiayaan pembelajaran di sekolah dan 
pembayaran insentif sekolah. Agar sekolah tersebut dapat memanfaatkan 
dana pendidikan gratis sesuai kebutuhan sekolah masing-masing dan 
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kreatifitas sekolah dalam mengembangkan sekolah mereka menjadi 
optimal. 
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